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ABSTRAK

Mu’minin, Anwarul. 2024 Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor
5 Tahun 2019 Dalam Upaya Menekan Pernikahan Usia Dini Di Pengadilan Agama
Tuban. Skripsi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Kh. Abdul
Chalim. Dosen Pembimbing: Fitrotin Jamilah, M.H.I.

Kata kunci : Implementasi, PERMA, Pernikahan Dini.

Penelitian ini membahas tentang implementasi Peratutan Mahkamah Agung
(PERMA) No 5 Tahun 2019 ialah pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.
Salah satu tujuan utama dari PERMA ini adalah melindungi anak di bawah umur
dan menekan angka pernikahan dini di Indonesia. dengan harapan dapat
mengurangi angka pernikahan dini yang seringkali berdampak negatif bagi anak-
anak yang terlibat.

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi PERMA No. 5 Tahun
2019 dalam upaya menekan pernikahan dini. Perma sebagai pedoman mengadili
permohonan dispensasi kawin yang regulasinya telah diperketat setelah adanya
batasan dispensasi kawin, sehingga perkawinan anak dapat terminimalisir namun
nyatanya belum dapat terealisasi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis
normatif, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan structural dan
perundang-undangan (statue approach). Teknik pengumpulan data didasarkan pada
library research melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan para pihak
yang berkaitan, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif, dan menghasilkan data
normatif preskriptif dan empiris deskriptif.

Hasil penelitian ini ialah Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 di
Pengadilan Agama Tuban masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk
kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat serta keterbatasan sumber daya di
pengadilan. Meskipun regulasi telah diperketat, efektivitas di lapangan belum
maksimal. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran hukum dan
memperkuat penegakan hukum untuk mencapai tujuan regulasi ini dalam menekan
pernikahan usia dini.
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ABSTRACT

Mu’minin, Anwarul. 2024 Implementation Of Supreme Court Regulation (PERMA)
No. 5 Of 2019 In Efforts To Reduce Early Marriage At The Tuban Religious
Court. Thesis Islamic Family Law, Faculty Of Sharia, Kh. Abdul Chalim
University. Advisor: Fitrotin Jamilah M.H.I

Keywords: implementation, PERMA, early marriage.

This study discusses the implementation of Supreme Court Regulation
(PERMA) No. 5 of 2019, which serves as a guideline for adjudicating marriage
dispensation applications. One of the primary objectives of this regulation is to
protect minors and reduce the incidence of early marriages in Indonesia, which often
have negative impacts on the children involved.

The thesis aims to explain the implementation of PERMA No. 5 of 2019
in efforts to reduce early marriages. The regulation provides stricter guidelines for
adjudicating marriage dispensation applications to minimize child marriages, but its
realization has yet to be fully achieved.

This research employs a qualitative method with a normative juridical
approach and utilizes structural and statutory approaches. Data collection
techniques are based on library research and interviews with relevant parties, which
are then analyzed qualitatively to produce prescriptive normative and descriptive
empirical data.

The implementation of PERMA No. 5 of 2019 at the Tuban Religious
Court still faces various challenges, including a lack of socialization and public
understanding, as well as limited resources in the court. Despite stricter regulations,
effectiveness in the field has not been maximized. Further efforts are needed to
increase legal awareness and strengthen law enforcement to achieve the regulation’s
goals in reducing early marriages.
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